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BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan ketentuan dari Kitab Undang-undang Hukum
Pidana (KUHP) ternyata tidak satupun dari asas-asas dalam KUHP tersebut
yang mampu menjangkau Tindak Pidana narkotika dan psikotropika yang
dilakukan oleh warga-negara Asing di luar batas teritorial Indonesia dan
berdampak ke dalam wilayah Republik Indonesia.

Ketentuan mengenai Yurisdiksi ini sudah diatur dalam
undang-undang khususnya, yaitu Undang-undang No. 22 Tahun 1997
tentang Narkotika dan Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang
Psikotropika yang mengadopsi ketentuan di dalam Konvensi Wina 1988.
Dalam undang-undang ini sudah dapat menjangkau tentang tindak pidana
yang dilakukan di luar batas territorial yang dilakukan oleh warga negara
asing atau warga negara Indonesia sendiri.

Karena itulah Yurisdiksi sangat penting untuk diterapkan dan
diatur ke dalam Undang-undang setiap negara, karena masalah peredaran
dan perdagangan ini merupakan kejahatan transnasional bahkan menjadi

kejahatan Internasional yang patut diwaspadai.
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Mengenai proses peradilan di Indonesia mengenai tindak pidana
ini, berdasarkan pada hukum acaranya hanya terdapat perbedaan pada
proses penyidikan, penyitaan, pemusnahan. Pada tindak pidana ini penyidik
mempunyai wewenang melakukan teknik-teknik untuk mengungkap kasus
narkotika maupun psikotropika, juga diatur mengenai pemusnahan barang

bukti yang tidak diatur di dalam KUHAP.

2. Saran

Untuk memberikan kebijakan yang efektif dalam mengurangi
penyalahgunaan narkoba, pemerintah memerlukan data mengenai kapan,
dimana, dan mengapa masyarakat menggunakan narkoba. Pola peredaran
narkoba menggunakan kepentingan perbatasan nasional sebagai pengguna
di semua daerah di dunia mendapatkan akses ke keanekaragaman narkoba
yang lebih besar. Globalisasi dari penyalahgunaan narkoba berarti
kebijakan terhadap tuntutan pengurangan yang harus bersifat global, seperti
sistem informasi yang di percayai.

Berusaha  menghilangkan  pandangan  bahwa  masalah
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bukan hanya masalah
pemerintah saja, tetapi merupakan masalah yang harus ditanggulangi
bersama. Demikian juga berusaha menghilangkan pandangan bahwa
penyalahgunaan narkoba adalah aib keluarga, tetapi dijadikan sebagai

musibah nasional.
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Penerapan hukuman maksimun dan minimum juga penting untuk
di terapkan, karena selama ini di dalam Undang-undang No. 22 tahun 1997
tentang Narkotika dan Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang
Psikotropika tidak ada ketentuan mengenai pidana minimum dan
maksimum.

Pemerintah perlu melakukan upaya secara terpadu dari semua
instansi, baik departemen maupun non departemen, perlu memiliki
komitmen yang sama, serta melakukan upaya secara konsisten dan

sungguh-sungguh.
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